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TENTANG
 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024

	Pemohon
	:
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(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 Nomor Urut 1)
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	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	 Rabu, 5 Februari 2025

	Ikhtisar Putusan
	:
	



	Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal … yang pada pokoknya adanya pelanggaran terkait Pemilih Ganda dalam Daftar Pemilih tetap (DPT), penggunaan nama orang yang telah meninggal, penggunaan hak pilih orang lain pada 153 (seratus lima puluh tiga) TPS di  8 (delapan) Distrik,. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPu Nomor 1325 Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor 1 (Satu) dan Pasangan Calon Nomor 2 (Dua) dalam kaitannya dengan 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) TPS, memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024, dalam kaitannya dengan 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) TPS.
	Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
	Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.15 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam/telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon beralasan/ tidak beralasan menurut hukum.	
	Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon adanya 153 TPS yang bermasalah di 8 (delapan) Distrik, adanya pemindahan TPS sebelum hari pemungutan suara, adanya pembayaran ganti rugi tanah adat oleh Pihak Terkait pada saat kampanye dan dalil lainnya, yang kesemuanya itu berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi perolehan suara Pemohon.   yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;
	Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016  dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya 153 TPS yang bermasalah di 8 (delapan) Distrik, adanya pemindahan TPS sebelum hari pemungutan suara, adanya pembayaran ganti rugi tanah adat oleh Pihak Terkait pada saat kampanye dan dalil lainnya, yang kesemuanya itu berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi perolehan suara Pemohon. Setelah Mahakamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
1. [bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk189313051]Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya terdapat pelanggaran terkait Pemilih Ganda dalam Daftar Pemilih tetap (DPT), penggunaan nama orang yang telah meninggal, penggunaan hak pilih orang lain pada 153 (seratus lima puluh tiga) TPS di  8 (delapan) Distrik yaitu Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Manokwari Utara, Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Sidey, Distrik Tanah Rubuh, Distrik Warmare, menurut Termohon, Pemohon mempermasalahkan dalil a quo karena tingginya tingkat partisipasi Pemilih, dimana surat suara yang diterima pada beberapa TPS habis digunakan oleh para pemilih yang hadir ke TPS. Menurut Termohon, meningkatnya jumlah DPK di beberapa TPS karena terdapat pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT namun dapat menunjukkan KTP-el yang alamat domisilinya berada pada TPS setempat. Terhadap dalil terdapat pemilih ganda, menurut Termohon untuk dapat dikatakan terdapat pemilih ganda harus memiliki elemen-elemen yang sama, tidak saja pada elemen nama, tetapi juga pada elemen-elemen lain, yakni Nomor NIK, Kartu Keluarga, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, alamat (jalan, RT, RW). Berdasarkan hasil inzage terhadap bukti Pemohon, Pemohon membuktikan bahwa Pemilih yang dituduhkan ganda adalah dua orang yang berbeda namun menurut Termohon berdasarkan bukti a quo yang sama adalah namanya saja elemen-elemen lain sebagaimana disebutkan diatas berbeda. Sehingga menurut Termohon tidak ditemukan pemilih ganda pada 153 TPS di 127 kampung dan 8 kecamatan atau dengan kata lain nama-nama pemilih tersebut bukanlah pemilih ganda. Terhadap dalil pemilih yang sudah meninggal namun dipakai suaranya oleh orang lain, Termohon melakukan pemeriksaan faktual dan menemukan pemilih yang dimaksud oleh Pemohon ternyata masih hidup [vide keterangan Termohon, hlm 85 sampai dengan hlm 88]. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Pihak Terkait dalil tersebut merupakan sengketa proses penyelenggaraan pemilihan dan penyelesaiannya terhadap pelanggaran yang terjadi merupakan kewenangan Bawaslu. Bahwa terkait pelanggaran adanya pemilih ganda dalam DPT, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk memperkuat dalilnya merupakan bukti yang berasal dari Termohon, sehingga Pihak Terkait tidak dapat melakukan perbandingan. Selanjutnya menurut Pihak Terkait Saksi Pemohon menandatangani formulir Berita Acara Model C Hasil salinan KWK Bupati dan tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Pemohon di 153 TPS yang dibuat dalam bentuk formulir kejadian khusus agar ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari. Adapun terkait penggunaan nama pemilih yang telah meninggal dunia, tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain, menurut Pihak Terkait ketika melakukan Inzage bukti Pemohon tidak ditemukan bukti akta Kematian nama orang yang telah meninggal dunia dari  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari yang ada hanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pribadi yang tidak jelas asal usulnya. Terlebih terhadap dalil a quo, menurut Pihak Terkait terdapat 37 TPS yang dimenangkan oleh Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyimpulkan telah terjadi kecurangan di 153 TPS tidak jelas dan tidak benar. Terhadap dalil pemilih ganda dalam DPT dan penggunaan nama orang yang telah meninggal, Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima laporan 004/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, setelah dilakukan kajian awal Bawaslu Kabupaten Manokwari disimpulkan tidak terdapat kesesuaian antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang diajukan, sehingga laporan a quo belum memenuhi syarat materil. Terhadap dalil adanya pemilih ganda dalam DPT dan penggunaan nama orang yang telah meninggal, Pelapor tidak memperbaiki laporannya hingga jangka waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima sehingga terhadap kedua dalil a quo Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan Laporan a quo tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.  Sedangkan terhadap dalil penggunaan hak pilih orang lain, Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, namun berdasarkan Formulir Nomor 068/LHP/PM.00.01/PANWAS.MABAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS (PTPS) TPS 009 Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat yang selanjutnya diregistrasi sebagai Temuan dengan Nomor: 004/Reg/TM/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 27 November 2024 terkait dugaan pelanggaran  penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain pada TPS 009 Kelurahan Sanggeng. Berdasarkan  kajian dugaan pelanggaran pemilihan terhadap temuan, Bawaslu Kabupaten Manokwari menindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Manokwari dengan Surat Nomor: 001/HK.01.01/K.PB-03/12/2024 perihal pengantar rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang melampirkan Rekomendasi Panwas Distrik Manokwari Barat terkait PSU di TPS 009 Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat dan terhadap rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran terkait Pemilih Ganda dalam Daftar Pemilih tetap (DPT), penggunaan nama orang yang telah meninggal, penggunaan hak pilih orang lain pada 153 (seratus lima puluh tiga) TPS di  8 (delapan) Distrik, Mahkamah berpendapat ternyata telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya Mahkamah tidak meyakini kebenaran atas hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
2. [bookmark: _Hlk189516889]Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di antaranya pemindahan TPS  satu hari sebelum hari pemungutan suara, terdapat C. Hasil atau C.Plano yang penuh coretan dan tidak ada paraf di 80 TPS, terdapat TPS-TPS yang perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati lebih banyak daripada perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, adanya Perbedaan Jumlah DPT yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 dengan jumlah DPT yang tercatat pada Model D.Hasil Kecamatan, adanya penggantian nama saksi yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Distrik Warmare dan Tanah Rubuh, adanya mobilisasi pemilih "lain" dengan menggunakan surat undangan "orang lain" yang terindikasi kuat untuk memilih Paslon Nomor 2, Termohon tidak bersedia untuk melakukan penyandingan data untuk melakukan koreksi atau pembetulan terhadap perbedaan jumlah pengguna hak pilih antara Model C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan, Termohon dengan sengaja ingin membuat Pemilukada di Kabupaten Manokwari dengan posisi melawan kotak kosong, pelanggaran netralitas ASN dengan adanya keberpihakan Pejabat Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Manokwari atas nama Yan Ayomi, adanya pelanggaran netralitas ASN kepala distrik di Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Manokwari Utara dan Distrik Tanah Rubuh, dan penggunaan surat suara mencapai 100% hingga 102,5% serta adanya kedekatan antara Ketua KPU dengan istri calon bupati nomor urut 2. Terhadap dalil-dali dimaksud Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut.
a. Berkaitan dengan dalil Pemohon adanya pemindahan TPS satu hari sebelum hari pemungutan suara, menurut Termohon pada pokoknya  perpindahan lokasi TPS terjadi karena adanya beberapa permasalahan yaitu pada TPS 016 kelurahan Sowi dan TPS 013 kelurahan Sanggeng lokasinya dipindahkan karena adanya keberatan dari Pemilik lahan, untuk TPS 010 dan 011 Kelurahan Anday dan TPS 028 Kelurahan Manokwari Barat tidak ada perpindahan lokasi, untuk TPS 015 kelurahan sanggeng dilakukan pemindahan dari titik awal karena posisi TPS 15 sangat berdekatan dengan TPS 14. Terhadap dalil a quo, Pihak Terkait tidak memberikan keterangan terhadap dalil a quo, sedangkan menurut Bawaslu, tidak terdapat  laporan dugaan pelanggaran pemilihan terhadap dalil Pemohon a quo. Berdasarkan hasil pengawasan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 134/PM.00.02/K.PB-03/11/2024 diperoleh informasi bahwa ada penolakan dari masyarakat pemilik hak ulayat terkait dengan pendirian TPS 016 Kelurahan Sowi, KPPS diminta untuk membayar sewa. Bahwa selanjutnya setelah melakukan koordinasi dengan warga, disepakati TPS 016 Sowi bergeser untuk dipindahkan ke lokasi yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari lokasi sebelumnya. Kemudian untuk TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Anday, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan KPU Manokwari Nomor: 072/LHP/PMNSL/XI/2024 diperoleh informasi bahwa lokasi untuk kedua TPS ini sudah sesuai dengan lokasi titik koordinat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari. Ketidaktahuan warga tentang lokasi TPS disebabkan karena mengira lokasi TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 masih sama dengan lokasi TPS pada saat Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 673/LHP/PM.00.02/PANWAS.MABAR/2024 diperoleh informasi terjadi pergeseran lokasi TPS 015 Kelurahan Sanggeng, disepakati pemindahan lokasi TPS 015 Kelurahan Sanggeng dipindahkan dari halaman rumah keluarga N. Sawaki ke lokasi baru yaitu di halaman rumah keluarga Baransano. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 671/LHP/PM.00.02/PANWAS.MABAR/XI/2024 diperoleh informasi bahwa terkait pergeseran lokasi TPS 013 Kelurahan Sanggeng, dari halaman rumah keluarga Samori. Untuk TPS  027 dan TPS 028 Keluarahan Manokwari Barat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 645/LHP/PM.00.02/PANWAS.MABAR/XI/2024 diperoleh informasi bahwa lokasi untuk kedua TPS ini sudah sesuai dengan lokasi titik koordinat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari. 
b. Berkaitan dengan dalil Pemohon terdapat C. Hasil atau C.Plano yang penuh coretan dan tidak ada paraf di 80 TPS dan terdapat TPS-TPS yang perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati lebih banyak daripada perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar, memang terdapat coretan, namun coretan dimaksud bukan pada bagian perolehan suara pasangan calon, melainkan pada bagian data administrasi berkaitan dengan kesalahan penulisan pada data administrasi seperti data jumlah pemilih, dan coretan tersebut masih menunjukkan berapa angka sebelum coretan dan berapa angka setelah dikoreksi. Menurut Termohon, coretan tersebut dilakukan untuk pembetulan atas kesalahan penulisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak adanya paraf pada sejumlah formulir bukan karena faktor kesengajaan. Terlebih, coretan-coretan dimaksud, pada faktanya telah dilakukan koreksi pada tingkat TPS dan tingkat PPD. Pada tingkat PPD saksi Pemohon tidak hadir sehingga tidak mengetahui proses koreksi tersebut telah dilakukan pada tingkat Distrik. Menurut Pihak Terkait, tidak menemukan alat bukti surat pembanding yang benar yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya. Dan Menurut Bawaslu tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 dan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik Se-Kabupaten Manokwari, diperoleh informasi bahwa perbaikan terhadap Model C.Hasil-KWK-BUPATI dilakukan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf k PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Dalam laporan ini diterangkan bahwa Saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak mengikuti rapat pleno sampai selesai.
c. [bookmark: _Hlk189535601]Berkaitan dalil Pemohon  adanya perbedaan jumlah DPT yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 dengan jumlah DPT yang tercatat pada Model D.Hasil Kecamatan, menurut Termohon tidak ada selisih jumlah Pemilih DPT pada model hasil D.Distrik dengan pemilih DPT yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 938 Tahun 2024. Menurut Termohon, sempat terjadi perbedaan karena jumlah DPT laki-laki tertukar dengan jumlah DPT perempuan di Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan dan Distrik Tanah Rubuh terhadap perbedaan tersebut telah dilakukan pembetulan pada rapat pleno Kabupaten Manokwari sebagaimana tercantum dalam D. Hasil Kabko-KWK-Bupati. Menurut Pihak Terkait, tidak ditemukan alat bukti surat pembanding yang benar yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya. Selanjutnya menurut Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan terhadap dalil Pemohon a quo dan berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya adanya proses pembetulan administrasi berupa kesalahan input jumlah DPT  Pemilih Laki-laki dan DPT Pemilih Perempuan yang awalnya dicatat pada tingkat distrik. Pembetulan ini disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Papua Barat dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Nomor urut 01 dan Nomor Urut 02.
d. [bookmark: _Hlk189535157]Adapun terhadap dalil adanya penggantian nama saksi yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Distrik Warmare dan Tanah Rubuh menurut Termohon adalah dalil yang tidak benar karena faktanya saksi Pemohon untuk Distrik Warmare dan Distrik Tanah Rubuh melakukan keberatan pada saat pleno tingkat Kabupaten, namun saksi Pemohon tidak membawa surat mandat, saksi yang hadir diketahui sebagai tim pemenangan Pemohon yang sudah dikenal dan diketahui oleh PPD maupun Panwascam Distrik Warmare dan Distrik Tanah Rubuh. Menurut Pihak Terkait, tidak menemukan alat bukti surat pembanding yang benar yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya. Selanjutnya menurut Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan terhadap dalil Pemohon a quo dan Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Vecky J.N Gandey pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Warmare dan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Distrik Tanah Rubuh. Namun menurut para Saksi yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik Warmare dan Distrik Tanah Rubuh bukan merupakan Saksi Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan terhadap keberatan saksi tersebut dicatatkan dalam Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, tanggal 6 Desember 2024. 
e. Berkaitan dengan dalil Pemohon, adanya mobilisasi pemilih "lain" dengan menggunakan surat undangan "orang lain" yang terindikasi kuat untuk memilih Paslon Nomor 2, menurut Termohon, Pemohon tidak menyebutkan siapa pemilih lain tersebut, tidak menyebutkan siapa nama pemilih tersebut, tidak menyebutkan surat undangan orang lain atas nama siapa, dan lagi pula kalau pun benar ada mobilisasi pemilih, hal tersebut tidak dapat dipastikan pemilih yang dimobilisasi telah memilih pasangan calon nomor tertentu. Selain itu Termohon tidak menerima panggilan pemeriksaan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari. Menurut Pihak Terkait, dalil tersebut merupakan sengketa proses yang seharusnya merupakan wewenang Bawaslu Kabupaten Manokwari. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 005/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 dan setelah dilakukan kajian awal Laporan a quo dinyatakan belum memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga menurut Bawaslu Kabupaten Manokwari Laporan a quo tidak diregistrasi karena melebihi batas waktu penyampaian Laporan. 
f. Berkaitan dengan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak bersedia untuk melakukan penyandingan data untuk melakukan koreksi atau pembetulan terhadap perbedaan jumlah pengguna hak pilih antara Model C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan, berdasarkan hasil pencermatan Termohon memang terjadi koreksi yang pada pokoknya sebagai berikut, terhadap C. Hasil TPS 003 Kelurahan Amban dan pada D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Manokwari Barat, tidak terjadi selisih pada C. Hasil hanya terjadi kesalahan dalam penulisan halaman administrasi. Terhadap kesalahan penulisan pada C. Hasil TPS 031 Kelurahan Manokwari Barat dan pada D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Manokwari Barat, kesalahan penulisan tersebut terjadi di tingkat KPPS pada halaman administrasi yang kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi administrasi model D. Hasil Kecamatan pada saat Pleno Tingkat Distrik. Kemudian pada C. Hasil TPS 002 Kelurahan Padami dan pada D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Manokwari Barat, terdapat kesalahan penulisan pada halaman administrasi di tingkat KPPS, dalam C. Hasil terdapat jumlah pemilih sebanyak 261 pada, namun berdasarkan hasil rekapitulasi C. Hasil itu sendiri, jumlah seluruh suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 130 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 120 ditambah 6 suara tidak sah sehingga jika dijumlah sebanyak 256 pemilih. Terhadap kesalahan tersebut kemudian dilakukan pembetulan D. Hasil pada saat Pleno Tingkat Distrik pada jumlah total Pengguna Hak Pilih sebanyak 256. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih pada C. Hasil TPS 037 Kelurahan Wosi dan pada D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Manokwari Barat, terjadi kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih pada model C. Plano. Jika melihat pada rekapitulasi C. Hasil menunjukkan adanya jumlah surat suara yang dikembalikan sejumlah 15 surat suara dari jumlah suara sah sebanyak 300 suara ditambah suara tidak sah sebanyak 5 suara. Artinya, total surat suara yang digunakan hanya sebanyak 305 surat suara, angka ini tidak akan sinkron dengan jumlah pemilih pada halaman administrasi C. Hasil. Hal ini terjadi karena petugas KPPS kurang memahami jumlah DPT dan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya. Kesalahan tersebut diperbaiki atau dikoreksi pada Pleno Tingkat Distrik. Berkaitan dengan dalil Pemohon adanya jumlah pengguna hal pilih pada C. Hasil TPS 011 Kelurahan Manokwari Timur berbeda dengan yang tercantum pada D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Manokwari Barat, menurut Termohon dalil Pemohon tidak berdasar karena pada faktanya terdapat 120 tally pada C. Hasil, namun memang terdapat kesalahan penjumlahan pada kolom suara sah dalam C. Hasil sebanyak 118, seharusnya 119, kemudian diperbaiki pada tingkat Distrik sehingga 119 suara sah yang kemudian ditambah 1 (satu) suara tidak sah sehingga totalnya menjadi 120 suara. Semua perbaikan atau koreksi yang telah dilakukan oleh pihak PPD semata, namun berdasarkan keputusan bersama dalam Rapat Pleno di tingkat distrik secara terbuka. Adapun perbaikan atau koreksi yang dilakukan hanya pada bagian penulisan administrasi tanpa merubah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon. Menurut Pihak Terkait, tidak ditemukan alat bukti surat pembanding yang benar yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya. Selanjutnya menurut Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan terhadap dalil Pemohon a quo dan berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik tidak ada keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan meminta penyandingan data terkait jumlah pengguna hak pilih antara Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil.Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota.
g. Berkaitan dengan dalil Pemohon, bahwa Termohon dengan sengaja ingin membuat Pemilukada di Kabupaten Manokwari dengan posisi melawan kotak kosong, menurut Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor: 151/PL.02.1-BA/9202/2024 tertanggal 5 September 2024 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Bernard Sefnat Boneftar dan Calon Wakil Bupati atas nama Eddy Waluyo oleh gabungan partai politik Peserta Pemilihan Umum Pada Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Termohon telah menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai persyaratan bakal calon dan melalui hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari yaitu menerima pendaftaran kembali Pemohon berdasarkan putusan terjadinya kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor register: 001/PS.REG/11.1101/IX/2024 tertanggal 13 September 2024. Dengan demikian, Termohon telah menerima pendaftaran dan verifikasi dokumen sesuai dengan fakta dan regulasi yang berlaku pada saat pendaftaran tanpa melakukan diskriminasi/bertindak tidak adil terhadap pasangan calon tertentu. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan. Menurut Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menerima  Permohonan Sengketa Pemilihan yang diregistrasi dengan Nomor 001/PS/11.1101/IX/2024. Terhadap permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menindaklanjuti proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang selanjutnya mengeluarkan Putusan Nomor: 001/PS.REG/11.1101/IX/2024 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 dengan amar yang pada pokoknya memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi Surat Edaran KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah tertutup dan koordinasi Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan KPU Kabupaten Manokwari selanjutnya membuka kesempatan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari sesuai dengan surat edaran a quo. Terhadap Putusan Nomor 001/PS.REG/11.1101/IX/2024 telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. 
h. Berkaitan dengan dalil Pemohon, adanya pelanggaran netralitas ASN kepala distrik di Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Manokwari Utara dan Distrik Tanah Rubuh, menurut Termohon hal ini bukan merupakan wewenang Termohon untuk menindaklanjutinya. Selain itu Termohon tidak mendapatkan panggilan maupun pemeriksaan serta tidak ada  rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari. Kemudian menurut Pihak Terkait, tidak terdapat tindakan dari ASN yang terbukti melanggar netralitas. Menurut Bawaslu terhadap dalil a quo, tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan, namun Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan penelusuran sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 073/PM.00.02/PB-03/10/2024, dan dari hasil penelusuran tersebut Bawaslu Kabupaten Manokwari mendapati bahwa peristiwa tersebut merupakan peresmian PAUD Mambruk II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 dan bukan merupakan peristiwa dugaan pelanggaran. Berdasarkan hasil Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 073/PM.00.02/PB-03/10/2024 tanggal 6 Oktober 2024 tidak memenuhi syarat Temuan.
i. Berkaitan dengan dalil Pemohon, adanya pelanggaran netralitas ASN dengan adanya keberpihakan Pejabat Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Manokwari atas nama Yan Ayomi,  dan Berkaitan dengan dalil Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban. Kemudian menurut Pihak Terkait, tidak terdapat tindakan dari ASN yang terbukti melanggar netralitas menurut Bawaslu terhadap dalil a quo tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan, namun Bawaslu Kabupaten Manokwari menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 002/Reg/TM/PB/Kab/34.03/X/2024 berkenaan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bahwa terhadap temuan a quo Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan Rekomendasi, dan menyampaikan Rekomendasi tersebut melalui surat nomor: 180/PP.02/K.PB/11/2024 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi dalam Laman https://sbt.bkn.go.id pada tanggal 2 November 2024 serta melakukan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut. 
j. Berkaitan dengan dalil Pemohon, adanya kedekatan antara Ketua KPU dengan istri calon bupati nomor urut 2, menurut Termohon, Ketua KPU Kabupaten Manokwari mengenal istri calon bupati nomor urut 2 karena yang bersangkutan adalah Ketua DPD PWKI Papua Barat di mana Ketua KPU Kabupaten Manokwari menjadi salah satu pengurus dari organisasi tersebut dan faktanya Ketua KPU Kabupaten Manokwari telah mengundurkan diri dari kepengurusan tersebut pasca terpilih sebagai Anggota KPU Kabupaten Manokwari pada Agustus 2023. Menurut Termohon terhadap dalil ini tidak ada pengaduan secara proses kelembagaan/institusi salah satunya yang berkaitan dengan kode etik pada DKPP. Menurut Pihak Terkait setelah melakukan inzage terhadap bukti-bukti Pemohon, tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil Pemohon a quo. Menurut Bawaslu Kabupaten Manokwari terhadap  dalil a quo, tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dalil Pemohon a quo, dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu.
k. Selanjutnya terhadap dalil penggunaan surat suara mencapai 100% hingga 102,5%, Termohon tidak memberikan jawaban terkait dalil tersebut. Kemudian menurut Pihak Terkait, sejak proses pembukaan tps, pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pada penghitungan suara di TPS tidak terdapat pelanggaran baik administrasi maupun pidana  dan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir kejadian khusus untuk melaporkan keberatan tersebut kepada Bawaslu. Terhadap dalil a quo, Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024. Selanjutnya terhadap Laporan a quo, setelah dilakukan kajian awal Bawaslu Kabupaten Manokwari menyimpulkan tidak terdapat kesesuaian antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan a quo tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. 
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil-dalil  Pemohon, oleh karena Bawaslu Kabupaten Manokwari telah ternyata sudah menindaklanjuti semua permasalahan baik yang berasal dari laporan maupun yang berasal dari temuan terkait dengan hal-hal tersebut yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil-dalil dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil-dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
3. [bookmark: _Hlk189454118]Bahwa dalil Pemohon berikutnya pada pokoknya berkenaan dengan  pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yaitu hadir dalam penyerahan ganti rugi tanah adat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari pada tahapan kampanye dan pada saat sedang cuti di luar tanggungan negara. Pihak Terkait hadir dalam HUT Kabupaten Manokwari ke 126 dan melakukan pemotongan  kue dihadapan Forkopinda dan ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari. Menurut Termohon terhadap dalil a quo, bukan merupakan wewenang Termohon untuk menindaklanjutinya. Selain itu Termohon tidak mendapatkan panggilan maupun pemeriksaan serta tidak ada  rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari. Menurut Pihak Terkait, terhadap dalil Pemohon tersebut, dua kegiatan tersebut merupakan undangan secara  pribadi sebagai anak Adat Suku Besar Arfak bukan dalam kapasitas sebagai sebagai Bupati Manokwari pada saat itu. Undangan tersebut diterima dari pihak Yayasan dan Panitia HUT Kabupaten Manokwari. Pihak Terkait telah melakukan klarifikasi di Gakkumdu Kabupaten Manokwari dan dari hasil klarifikasi tersebut Pihak Terkait telah menerima pemberitahuan tentang status laporan/temuan dari Bawaslu Kabupaten Manokwari yang menyatakan laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan. Terhadap dalil mengenai kehadiran Pihak Terkait dalam HUT Kabupaten Manokwari, Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak memberikan keterangan terkait dalil Pihak Terkait hadir dalam acara HUT Manokwari sedangkan terhadap dalil Pihak Terkait hadir dalam penyerahan ganti rugi tanah adat, Bawaslu menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/LP/PB34.03/KAB/XI/2024. Setelah dilakukan kajian awal terhadap Laporan a quo dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran administrasi dan/atau tindak pidana pemilihan, karena berdasarkan uraian peristiwa, hasil klarifikasi dan bukti-bukti yang diajukan tidak cukup memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan kemudian Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan pada  tanggal 24 November 2024. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait hadir dalam penyerahan ganti rugi tanah adat dan HUT Kabupaten Manokwari ke 126, Bawaslu mengkonfirmasi terhadap laporan yang ditujukan kepada Bawaslu telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
	Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari  Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. 
[bookmark: _Hlk188137018]	Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 940 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1.  Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
	Bahwa jumlah penduduk di 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupari Kabupaten Manokwari Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah 2 % x 99.652 suara = 1.993 suara Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah 54.978  suara - 44.674 suara = 10.304 suara (10,34%) atau lebih dari 1.993 suara. 
	Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Andaipun memiliki, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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